RANCANGAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
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Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja OPD Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Serdang Bedagai

Realisa Perkiraan realisasi
si Target dan realisasi kinerja program dan capaian target RPJMD
target keluaran kegjatan tahun lalu 2017 sampai dengan tahun
kinerja 201
hasil
QOPD
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Program/Kegjatan (output) Tahun 2021 an Target RKPD Realisasi kat berjalan 2018 capaian realisas JAWA
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Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makan Minum Tamu

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

j. Pelayanan Administrasi Perkantoran

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan — kegiatan :

a. Pengadaan peralatan gedung kantor

b. Pengadaan Mebeluer

¢. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Operasional Sakip

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kagiatan — kegiatan :

a. Penyelenggaran pameran investasi dan promosi daerah

b.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan PMA/ PMDN

c. Penyelenggaran percetakan buku dan DVD peluang investasi daerah

d. Penyusunan Rancangan Umum Penanaman Modal

Program Penataan Perundang-undangan

a. Penyusunan raperda tentang izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Kegiatan - kegiatan :

Monitoring dan Pengawasan Perizinan

Pelaksanaan pelayanan keliling perizinan

Penilaian survei kepuasan masyarakat (SKM)

Sosialisasi perda

Pemeliharaan mutu 1ISO 9001:2008

Program optimalisasi pemanfaatan informasi pelayanan perizinan

© o o o o

Kegiatan - kegiatan :
a. Operasional sistem perizinan online back office dan front office
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada table 2.1. berikut ini.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN 2017

v
N ) 0 T M B A AV T T M P Y Rl

21 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2016 - 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
memiliki visi "MEWUJUDKAN IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING DAN
PELAYANAN PRIMA”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola administrasi perkantoran agar
lebih tertib, efektif dan efesien.

2. Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan dunia usaha melalui promosi
peluang investasi dan produk unggulan.

3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam penanaman modal.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melaksanakan, 7 program, dan 27
kegiatan tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp. 3.859.163.974,- yang terdiri atas Belanja Tidak
Langsung : Rp. 2.168.619.974 dan Belanja Langsung Rp. 1.690.544.000,-

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran 2017 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU APBD) T.A 2016 adalah sebesar
Rp. 1.690.544.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.644.398.513 - atau mencapai 97,27% dengan
rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan - kegiatan:

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listik
Peny. Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Op.

a

b

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f.  Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

ot ittt b 0 il
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BAB | PEDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan penyusunan
Rencana Kerja.

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD.

BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi_tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja
SKPD, Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP
Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.
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10.

1.

12.

1.3

1.4

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 — 2021;

Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 disusun sebagai pedoman bagi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang
Bedagai dalam melaksanakan rencana kegiatan dalam satu periode (1 tahun).

2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 adalah sebagai dokumen
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam satu
periode (1 tahun).

Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

M
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Serdang Bedagai adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat pokok-pokok arah kebijakan, target keluaran kegiatan beserta alokasi pendanaannya, yang
digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksankan tugas dan fungsinya pada tahun
anggaran tersebut. Selain itu, dokumen Renja ini juga digunakan sebagai dasar dalam mengukur
pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Serdang Bedagai.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Serdang Bedagai disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang memuat
program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan
prakiraan maju. Selain itu juga dengan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016 - 2021.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah;
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